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BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pedoman
pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Ogan Komering telah
ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2018;

bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah tanggal 14 Mei 2018
Nomor  800/405/XL/1/2018, sejalan  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);




Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomot 5494);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PM.05 /2015
tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 227 /PM.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PM.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas
Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2146);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor "9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor )

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan




Menetapkan :

14.

15:

16.

Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017
Nomor 8); .

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017
Nomor 49j; '

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUN 2018.

Pasal I

Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018
Nomor 7) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Me; 20(¢
BUPATI OGAN KOMERING KLU,

KURYANA AZIS

Do i ’ di -
pada tanggal, [§ Mer 247 e L
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

£ ocGan : ‘G ULU,
H oy

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 22 '




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018.
FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
'MODA TRANSPORTASI
NO | ESELON, PANGKAT/GOL | PESAWAT KAPAL KERETA
LAINNYA | Ket
UDARA LAUT API/BUS
1. 2. 3 ry 5. 6. 7
1. | BUPATI/ WAKIL BUPATI BISNIS KELASIA | EKSEKUTIF SESUAI
KENYATAAN
2. | PIMPINAN DPRD BISNIS KELASIA | EKSEKUTIF SESUAI
' KENYATAAN
3. | ANGGOTA DPRD DAN EKONOMI | KELASIA | EKSEKUTIF SESUAI
ESELON 11 KENYATAAN
4. | ESELON III DAN EKONOMI | KELASII A BISNIS SESUAI
GOL.IV KENYATAAN
5. | ESELON IV DAN EKONOMI | KELAS II A BISNIS SESUAI
GOL.III KENYATAAN
6. | PNS GOL I DAN II EKONOMI | KELASTIA | EKONOMI SESUAI
KENYATAAN

BUPATI OGAN KOMERING




